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 Abstract 

 

Since its inception in Indonesia in 2013, Airbnb has grown rapidly in several 

provinces, reaching a total of 72,721 listings by 2019. However, the Airbnb 

business in Indonesia remains unregulated, as operational and taxation studies 

are still underway. Based on this, this study aims to investigate the feasibility 

and calculate the potential of Airbnb hosts as a new source of tax revenue in 

Indonesia. Furthermore, this study also aims to identify factors influencing 

rental prices as a source of income for Airbnb hosts in Indonesia. The data used 

in this study were obtained from the Airdna website and web-scraping results 

on the Airbnb website, with a sample size of 628 listings. The descriptive 

analysis results indicate that Airbnb hosts can be considered as MSME tax 

objects, with an estimated potential tax revenue of IDR 359 million in 2019. 

The third finding indicates that the factors influencing Airbnb rental prices in 

Indonesia are location, accommodation type, and facilities. 
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PENDAHULUAN 

 Akomodasi merupakan elemen kunci dalam sektor pariwisata karena memengaruhi 

keputusan wisatawan untuk tinggal lebih lama dan melakukan kunjungan ulang (Johnpaul, 2016; 

Ahliya, 2010). Seiring dengan perkembangan digitalisasi, sektor ini mengalami transformasi 

melalui konsep sharing economy, yang memungkinkan individu menyediakan layanan akomodasi 

berbasis platform digital seperti Airbnb (Hamari et al., 2016; Belk, 2014). Airbnb berkembang 

pesat secara global maupun di Indonesia, termasuk di Bali yang menjadi salah satu pasar utama 

dengan jumlah listing dan pendapatan tuan rumah yang signifikan. 

Namun demikian, pertumbuhan Airbnb di Indonesia belum diikuti dengan regulasi 

perpajakan yang spesifik. Padahal, peningkatan jumlah listing dan pendapatan tuan rumah 

menunjukkan adanya potensi pajak yang besar, terutama di tengah upaya pemerintah 

meningkatkan rasio pajak yang cenderung stagnan. Ketiadaan regulasi ini berpotensi 

menimbulkan ketimpangan antara penyedia akomodasi digital dan konvensional, serta 

menyebabkan potensi penerimaan negara belum optimal. 

Meskipun demikian, kajian empiris terkait perpajakan Airbnb di Indonesia masih 

terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek pariwisata dan perilaku 

konsumen, sementara analisis kuantitatif terkait potensi pajak belum banyak dikembangkan. 

Secara khusus, belum ada studi empiris yang menghubungkan potensi pajak dengan faktor harga 

Airbnb di Indonesia sebagai dasar estimasi penerimaan pajak. Ketiadaan pendekatan berbasis data 

ini menyebabkan perumusan kebijakan perpajakan pada sektor akomodasi digital belum didukung 

oleh bukti empiris yang kuat. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak Airbnb di 

Indonesia dengan mengintegrasikan estimasi penerimaan pajak dan faktor-faktor yang 
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memengaruhi harga atau pendapatan tuan rumah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi empiris dalam pengembangan kebijakan perpajakan sektor ekonomi digital serta 

menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. 

 

LANDASAN TEORI 

Justifikasi Pajak Airbnb 

Justifikasi pajak menjelaskan dasar normatif dan ekonomis dalam pemungutan pajak oleh 

negara. Dalam konteks ekonomi digital, aktivitas Airbnb dapat dipandang sebagai kegiatan 

ekonomi yang menghasilkan pendapatan sehingga berpotensi menjadi objek pajak. Prinsip ability 

to pay dan equity menegaskan bahwa setiap pelaku usaha dengan kemampuan ekonomi 

seharusnya berkontribusi terhadap penerimaan negara. 

Potensi pajak diartikan sebagai estimasi penerimaan yang dapat diperoleh dari suatu basis 

pajak tertentu, yang ditentukan oleh besaran pendapatan dan tarif pajak. Dalam konteks Airbnb, 

pendapatan tuan rumah menjadi indikator utama dalam mengukur potensi pajak, sehingga 

diperlukan pendekatan empiris untuk mengestimasi besarnya pendapatan tersebut. 

 

Hedonic Pricing Model dan Pendapatan 

Pendapatan dalam bisnis akomodasi ditentukan oleh harga dan jumlah permintaan. 

Dalam konteks Airbnb, harga sewa menjadi variabel kunci yang mencerminkan nilai ekonomi 

dari suatu properti. Pendekatan Hedonic Pricing Model (Rosen, 1974) digunakan untuk 

menjelaskan bahwa harga suatu produk terbentuk dari kumpulan atribut yang melekat pada 

produk tersebut. Dalam pasar akomodasi, atribut seperti lokasi, fasilitas, kualitas layanan, dan 

karakteristik properti berkontribusi terhadap pembentukan harga sewa. 

Model ini relevan untuk menganalisis Airbnb karena setiap listing memiliki diferensiasi 

atribut yang memengaruhi harga, sehingga dapat digunakan untuk mengestimasi pendapatan tuan 

rumah sebagai dasar perhitungan potensi pajak. 

 

Variabel Penelitian 

Berdasarkan pendekatan hedonic pricing, penelitian ini mengidentifikasi beberapa 

variabel utama yang memengaruhi harga Airbnb, yaitu: 

1. Harga (dependent variable) 

Harga sewa per malam yang mencerminkan nilai ekonomi dari listing dan menjadi dasar 

estimasi pendapatan.  
2. Rating (kualitas layanan) 

Mencerminkan persepsi kualitas dari konsumen, di mana rating yang lebih tinggi 

meningkatkan kepercayaan dan memungkinkan harga yang lebih tinggi.  

3. Lokasi 

Kedekatan dengan pusat aktivitas atau objek wisata yang meningkatkan daya tarik dan 

nilai sewa properti.  

4. Tipe akomodasi 

Klasifikasi properti seperti entire place, private room, dan shared room yang 

memengaruhi tingkat harga.  

5. Fasilitas 

Kelengkapan atribut fisik seperti WiFi, AC, dan amenitas lain yang meningkatkan 

kesediaan konsumen untuk membayar.  

6. Review (ulasan konsumen) 

Informasi berbasis pengalaman pengguna yang memengaruhi kepercayaan dan keputusan 

pemesanan.  

Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menganalisis faktor penentu harga Airbnb, 

yang selanjutnya menjadi dasar dalam mengestimasi pendapatan dan potensi pajak. 
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Kerangka Pemikiran 

Setiap aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan berpotensi menjadi objek pajak. 

Dalam konteks Airbnb, pendapatan tuan rumah dapat diestimasi melalui harga sewa dan faktor-

faktor yang memengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hedonic 

pricing model untuk mengidentifikasi determinan harga Airbnb sebagai dasar dalam menghitung 

potensi pajak. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan regresi 

terhadap 628 listing Airbnb di Indonesia. Data diperoleh melalui web-scraping menggunakan 

aplikasi Octoparse selama 20–24 Juli 2020. Waktu tersebut dipilih karena data pasar Airbnb 

umumnya baru tersedia sekitar lima bulan setelah periode pengamatan, sehingga data hingga 

Desember 2019 baru dapat diakses pada Juli 2020. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari: 

1. Badan Pusat Statistik untuk data terkait perpajakan.  

2. Airdna.co sebagai platform analisis pasar Airbnb, meliputi jumlah listing, rata-rata harga 

sewa, pendapatan tuan rumah, dan tingkat hunian per provinsi.  

3. Situs resmi Airbnb melalui web-scraping, yang menghasilkan data seperti rating, ulasan, 

harga sewa, tipe akomodasi, dan fasilitas.  

Populasi Airbnb di Indonesia tercatat sebanyak 72.721 listing, namun sampel penelitian 

dibatasi pada 628 listing karena keterbatasan akses data. Unit analisis adalah tuan rumah Airbnb 

di Indonesia hingga 2019 yang diindikasikan belum memenuhi kewajiban pajak. Indikasi ini 

didasarkan pada belum adanya regulasi perpajakan yang final serta karakteristik listing yang 

umumnya bersifat pribadi dan belum memiliki izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri 

Pariwisata No.86 Tahun 2010. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Untuk memastikan validitas model, dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas menggunakan uji Jarque-Bera atau Kolmogorov-Smirnov untuk 

memastikan residual berdistribusi normal.  

2. Uji Multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), dengan kriteria VIF 

< 10.  

3. Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch-Pagan atau White Test untuk 

memastikan varians residual konstan.  

4. Uji Autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, dengan nilai mendekati 2 menunjukkan 

tidak adanya autokorelasi. 

 

Metode Analisis 

a. Analisis Pajak Airbnb 

Penilaian pajak Airbnb didasarkan pada empat asas: 

1. Keadilan (equality): terpenuhi jika aktivitas tuan rumah mencerminkan kegiatan bisnis 

yang memperoleh manfaat publik.  

2. Kepastian (certainty): terpenuhi jika subjek dan objek pajak dapat diidentifikasi melalui 

data platform.  

3. Kemudahan pembayaran (convenience of payment): terpenuhi jika pendapatan diterima 

(±24 jam setelah check-in), sehingga memudahkan pelaporan pajak.  

4. Efisiensi (efficiency): terpenuhi jika otoritas pajak dapat mengakses informasi wajib pajak 

(jumlah, lokasi, fasilitas, omzet) dengan biaya rendah.  

b. Analisis Kelayakan sebagai Basis Pajak UMKM 

Kelayakan Airbnb sebagai objek pajak UMKM dianalisis berdasarkan kriteria: 

• Omzet tahunan < Rp4,8 miliar  

• Pelaku usaha individu  
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• Jumlah kamar < 10 unit (mengacu pada ketentuan pajak daerah)  

c. Perhitungan Potensi Pajak Airbnb 

Estimasi potensi pajak tahun 2019 dihitung dari total pendapatan tuan rumah (harga sewa 

× tingkat hunian) dikalikan tarif pajak. Karena belum ada regulasi khusus Airbnb, pendekatan 

yang digunakan adalah skema pajak UMKM sesuai Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2017, 

yaitu PPh Final sebesar 0,5% untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. 

Formula perhitungan didasarkan pada: 

 

Potensi Pajak = Tarif Pajak × Total Pendapatan Tuan Rumah Airbnb 

 

dimana:  

P = potensi penerimaan pajak Airbnb  

(Rupiah)  

Tp = tarif pajak UMKM sebesar 0,5% (%)  

Hm = harga sewa Airbnb per= malam (Rupiah)  

Th = tingkat hunian Airbnb (%)  

12 = jumlah bulan dalam satu tahun 

Definisi operasional dalam penelitian ini dirumuskan untuk memastikan kejelasan konsep 

dan konsistensi pengukuran dalam analisis potensi pajak Airbnb, sebagai berikut: 

1. Potensi penerimaan pajak Airbnb adalah estimasi pajak yang seharusnya dapat dipungut 

pemerintah dari seluruh tuan rumah (host) Airbnb.  

2. Airbnb merujuk pada akomodasi berupa rumah atau kamar yang disewakan oleh 

individu kepada wisatawan, dengan harga yang bervariasi sesuai kebijakan pemilik dan 

durasi menginap.  

3. Tarif pajak adalah besaran pajak yang dikenakan atas penghasilan tuan rumah, yaitu 

sebesar 0,5% sesuai skema UMKM.  

4. Jumlah listing Airbnb adalah total unit akomodasi yang tersedia untuk disewakan.  

5. Harga sewa adalah rata-rata tarif yang dibayarkan tamu per malam.  

6. Tingkat hunian Airbnb adalah estimasi jumlah pemakaian (okupansi) dari listing 

sebagai proksi kuantitas output.  

Secara konseptual, potensi pajak dihitung melalui dua tahap: 

• Pendapatan tuan rumah = harga sewa per malam × tingkat hunian  

• Potensi pajak = pendapatan × tarif pajak  

 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Airbnb di Indonesia 

Pendapatan pada dasarnya ditentukan oleh harga dan kuantitas. Dalam penelitian ini, 

harga direpresentasikan oleh tarif sewa per malam, sedangkan kuantitas oleh tingkat hunian. 

Namun, analisis difokuskan pada komponen harga sebagai proksi pendapatan, dengan asumsi 

tingkat hunian konstan. 

Berdasarkan kajian literatur, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi harga sewa 

akomodasi, yaitu: 

• Rating (indikator kualitas layanan)  

• Lokasi  

• Tipe akomodasi  

• Fasilitas  

• Review (ulasan konsumen)  

Meski demikian, variabel review tidak dimasukkan dalam model regresi karena data yang 

tersedia tidak memisahkan ulasan positif dan negatif, sehingga berpotensi menimbulkan bias dan 

menurunkan validitas hasil analisis. 

Untuk itu model regresi yang akan diestimasi adalah model hedonic price sebagai berikut. 
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LnYij = 0 + 1D1ij + + 2D2ij + 3D3ij + 4D4ij + it 

dimana: 

i= tuan rumah ke-i 

j= wilayah 

a) Variabel dependen 

Y= Harga Sewa 

b) Variabel Independen 

D1= Dummy Rating 

D2= Dummy Lokasi 

D= Dummy Tipe Akomodasi 

D4= Dummy Fasilitas 

0= Intersep 

1, 2, 3, 4= Koefisien regresi dari variabel X1, D1, D2, D3 

it= Variabel pengganggu 

 

Pemilihan Variabel 

Pemilihan variabel dalam penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi pendapatan tuan rumah pada platform Airbnb, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Harga sewa 

Harga sewa adalah tarif per malam yang ditetapkan oleh tuan rumah pada 

masing-masing listing hingga tahun 2019. Variabel ini bersifat kontinyu dalam satuan 

rupiah dan merepresentasikan besaran harga yang dibebankan kepada tamu.  

2. Dummy Rating (kualitas pelayanan) 

Variabel rating merupakan dummy yang mencerminkan penilaian konsumen 

terhadap kualitas layanan. Skala awal 1–5 kemudian diklasifikasikan menjadi dua 

kategori: 0 (nilai 1–3) dan 1 (nilai 4–5).  

 

Tabel 1 Skala Pengukuran Rating 

Skala Respon Kategori 

1 Tidak Baik Kurang Baik 

2 Kurang Baik  

3 Netral  

4 Baik Baik 

5 Sangat Baik  

3. Dummy Lokasi 

Variabel ini menunjukkan lokasi listing yang dibagi menjadi dua kategori: 1 

untuk Bali dan 0 untuk non-Bali. Pengelompokan ini didasarkan pada dominasi jumlah 

listing di Bali dibandingkan wilayah lain.  

 

4. Dummy Tipe Akomodasi 

Tipe akomodasi dibedakan menjadi: 1 untuk seluruh tempat (entire home) dan 0 

untuk kamar (private/shared room). Variabel ini mencerminkan preferensi wisatawan 

terhadap privasi dan kelengkapan fasilitas.  

5. Dummy Fasilitas 

Variabel fasilitas dibagi menjadi dua kategori: 1 untuk fasilitas premium 

(memiliki kolam renang) dan 0 untuk fasilitas standar (tanpa kolam renang).  

 

Uji Kriteria Statistik 

1. Koefisien Determinasi (R²) 
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Digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen. Nilai R² berkisar antara 0–1; semakin mendekati 1 menunjukkan 

kemampuan prediksi model yang semakin baik.  

2. Uji F (Simultan) 

Digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Model dinyatakan signifikan jika nilai F hitung > F tabel 

atau signifikansi < 0,05.  

3. Uji T (Parsial) 

Digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen. 

Variabel dinyatakan signifikan jika nilai probabilitas < 0,05, dan tidak signifikan jika > 

0,05.  

4. Uji Durbin-Watson (DW-Stat) 

Digunakan untuk mendeteksi autokorelasi pada data. Nilai DW mendekati 2 

menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sedangkan nilai yang menjauh dari 2 

mengindikasikan adanya korelasi antar error dalam model.  

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Kelayakan Airbnb 

a. Aspek Perpajakan Airbnb 

1. Asas Keadilan (Equality) 

Airbnb dapat dikategorikan sebagai unit bisnis karena menghasilkan pendapatan nyata 

dari aktivitas penyewaan. Berdasarkan hasil web-scraping, tuan rumah memperoleh rata-rata 

omzet sekitar Rp111 juta per tahun, sehingga secara ekonomi layak dikenakan pajak penghasilan 

sebagaimana usaha lainnya. 

 

Tabel 2 Rata-Rata Harga Sewa dan Omzet Tuan Rumah Airbnb 

Provinsi Rata-rata Harga Sewa/Hari (Rp) Rata-rata Omzet/Listing/Tahun (Rp) 

DKI Jakarta 612.625 81.601.650 

Bali 583.016 115.437.103 

Jawa Barat 1.571.438 107.486.325 

Yogyakarta 757.625 73.641.150 

NTB 1.145.500 177.323.400 

Rata-rata 934.041 111.097.926 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Airbnb dapat diposisikan sebagai unit bisnis yang 

menghasilkan pendapatan nyata, sehingga secara ekonomi layak dikenakan pajak. Berdasarkan 

hasil web-scraping, rata-rata omzet tuan rumah mencapai Rp111.097.926 per tahun. Nilai ini 

menunjukkan bahwa aktivitas penyewaan melalui platform digital telah memiliki kapasitas 

ekonomi yang sebanding dengan usaha konvensional, sehingga memenuhi prinsip keadilan 

(equality), yaitu perlakuan pajak yang sama terhadap aktivitas ekonomi yang menghasilkan 

pendapatan serupa. 

 

Tabel 3 Contoh Lokasi dan Fasilitas Listing Airbnb 

Tuan 

Rumah 

Lokasi Fasilitas 

Tuan rumah 

1 

Nusa Tenggara Barat 

(NTB) 

Wifi, AC, dapur, kamar mandi, kolam renang, 

setrika, TV 

Tuan rumah 

2 

Sukaraja, Jawa Barat Wifi, AC, dapur, kamar mandi, kolam renang, 

setrika, microwave 

Tuan rumah 

3 

Mantrijeron, DIY Wifi, AC, dapur, kamar mandi, kolam renang, bak 

mandi air panas, TV 

Sumber: web-scrapping Airbnb.co.id (diolah) 
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  Perbedaan rata-rata omzet antar provinsi juga mencerminkan adanya variasi potensi pajak 

yang dipengaruhi oleh harga sewa dan tingkat permintaan. Misalnya, Nusa Tenggara Barat 

memiliki omzet tertinggi (Rp177.323.400) meskipun jumlah listing relatif sedikit, yang 

mengindikasikan bahwa harga sewa dan tingkat hunian memiliki hubungan positif terhadap 

pendapatan. Sebaliknya, Bali yang memiliki jumlah listing terbesar justru menunjukkan harga 

sewa yang lebih rendah akibat tingginya tingkat persaingan, sehingga terjadi tekanan harga (price 

competition). Hal ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara jumlah listing dan harga 

sewa, namun tetap menghasilkan kontribusi pajak terbesar karena volume pasar yang tinggi. 

 

Asas Certainty 

Dari sisi kepastian, subjek dan objek pajak dapat diidentifikasi dengan jelas. Subjek pajak 

adalah tuan rumah, sedangkan objek pajak adalah omzet yang diperoleh dari penyewaan. 

 

Tabel 4. Contoh Harga Sewa dan Omzet Tuan Rumah Airbnb 

Tuan Rumah Harga Sewa Omzet/Penghasilan 

Tuan rumah 1 Rp 1.305.000 Rp 128.607.750 

Tuan rumah 2 Rp 1.435.500 Rp 225.301.725 

Sumber: web-scrapping Airbnb.co.id (diolah) 

 

Tabel 4 menunjukkan adanya variasi harga sewa yang berimplikasi langsung terhadap 

perbedaan omzet yang diperoleh tuan rumah Airbnb. Tuan rumah 2 menetapkan harga sewa lebih 

tinggi (Rp1.435.500) dibandingkan tuan rumah 1 (Rp1.305.000), yang diikuti dengan perolehan 

omzet yang juga lebih besar, yaitu Rp225.301.725 dibandingkan Rp128.607.750. Secara 

ekonomis, hal ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara harga sewa dan pendapatan, 

dengan asumsi tingkat hunian relatif stabil. Namun demikian, selisih omzet yang cukup besar 

dibandingkan selisih harga menunjukkan bahwa faktor lain, seperti tingkat hunian, lokasi, kualitas 

layanan, dan fasilitas, turut berperan dalam menentukan pendapatan akhir. 

Kemudahan pembayaran pajak terpenuhi karena pendapatan tuan rumah dapat diketahui 

dalam waktu relatif cepat, yaitu sekitar 24 jam setelah tamu melakukan check-in. Dengan sistem 

ini, kewajiban pajak dapat dihitung secara langsung dan berpotensi dibayarkan secara online, 

sehingga meningkatkan kemudahan dan kepatuhan pajak. 

 

Gambar 1 Alur Pelaporan Pajak Pendapatan Tuan Rumah Airbnb 

 

Berdasarkan alur pada Gambar 1, dapat dilihat bagaimana tahapan tuan rumah Airbnb 

hingga dapat melaporkan pajaknya. Setelah mendapatkan pemasukan dari tamu yang menginap, 

tuan rumah Airbnb dapat menghitung langsung omzet dan melaporkan pajaknya secara online. 

 

Asas Efficiency: Otoritas pajak dapat melakukan pemungutan pajak kepada tuan rumah 

Airbnb dengan informasi yang diperoleh dari situs Airbnb, yaitu jumlah wajib pajak, 

lokasi listing, dan omzet / penghasilan. 

   Berdasarkan alur pada Gambar 4.1, proses pelaporan pajak oleh tuan rumah relatif 

sederhana: setelah menerima pembayaran dari tamu, omzet dapat langsung dihitung dan 

dilaporkan secara online. Hal ini mendukung kemudahan kepatuhan pajak. 
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Tabel 5  Jumlah, Lokasi, dan Rata-rata Omzet Tuan Rumah 

No Jumlah Tuan 

Rumah 

Lokasi Rata-rata Omzet / 

Penghasilan 

1 586 Bali Rp 121.188.145 

2 4 Yogyakarta Rp 74.663.944 

3 2 Nusa Tenggara Barat 

(NTB) 

Rp 179.786.225 

4 24 Jawa Barat Rp 110.606.634 

5 12 Jakarta Rp 121.952.341 

Sumber: Web-scrapping Airbnb.co.id (diolah) 

   

Tabel 5 menunjukkan bahwa distribusi jumlah tuan rumah tidak selalu sejalan dengan tingkat 

omzet yang dihasilkan. Bali memiliki jumlah tuan rumah terbesar dengan rata-rata omzet yang 

relatif tinggi, mencerminkan tingginya permintaan meskipun persaingan juga ketat. Sebaliknya, 

Nusa Tenggara Barat meskipun hanya memiliki sedikit tuan rumah, justru mencatat rata-rata 

omzet tertinggi, yang mengindikasikan potensi pasar dengan tingkat persaingan lebih rendah dan 

harga sewa yang lebih tinggi. Sementara itu, Yogyakarta memiliki rata-rata omzet terendah, yang 

dapat mencerminkan daya beli pasar atau strategi harga yang lebih rendah, sedangkan Jakarta dan 

Jawa Barat berada pada posisi menengah dengan tingkat omzet yang cukup kompetitif. 

 

Analisis Kelayakan Airbnb sebagai UMKM  

Dilihat dari bisnis yang dijalankan, Airbnb memiliki karakteristik yang sama dengan UMKM, 

yaitu:  

 

• Omzet: Tuan rumah Airbnb memiliki omzet dibawah Rp 4,8 M 

 

Tabel 6 Omzet Minimum dan Maksimum Tuan Rumah Airbnb 

No Kategori Omzet Minimum Omzet Maksimum 

1 Listing Airbnb Rp 23.128.225 Rp 992.608.375 

Sumber: Web-scrapping Airbnb.co.id (diolah) 

 

   Tabel 6 menunjukkan bahwa omzet tuan rumah Airbnb di Indonesia berada di bawah Rp 

4,8 miliar per tahun (Rp 23 juta–Rp 992 juta), sehingga termasuk kategori UMKM.  

• Pelaku usahanya adalah orang pribadi dengan aset usaha kurang dari Rp 10 

Miliar tidak termasuk bangunan dan tempat usaha. 

 

Tabel 7 Contoh Aset yang Dimiliki Tuan Rumah Airbnb 

Tuan 

Rumah 

Aset 

Tuan 

rumah 1 

3 tempat tidur, buku dan mainan anak, setrika, kebutuhan dasar (handuk, seprai, 

sabun, tisu), TV, AC, kulkas, microwave, kompor 

Tuan 

rumah 2 

2 tempat tidur, pengering rambut, setrika, kebutuhan dasar (handuk, seprai, 

sabun, tisu), TV, AC, kulkas, microwave, kompor 

Tuan 

rumah 3 

1 tempat tidur, pengering rambut, setrika, kebutuhan dasar (handuk, seprai, 

sabun, tisu), TV, AC, kulkas, kompor 

Sumber: Web-scrapping Airbnb.co.id (diolah) 

 

  Data menunjukkan bahwa aset yang dimiliki tuan rumah Airbnb relatif sederhana dan 

berskala kecil, didominasi oleh perlengkapan rumah tangga dasar serta fasilitas penunjang 

kenyamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha yang dijalankan bersifat mikro dengan modal 

terbatas, sehingga sesuai dengan karakteristik UMKM. 
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Tabel 8 Contoh Aset yang Dimiliki Tuan Rumah Airbnb 

No Tuan 

Rumah 

Aset 

1 Tuan 

rumah 1 

3 tempat tidur, buku dan mainan anak, setrika, kebutuhan dasar (handuk, 

seprai, sabun, tisu), TV, AC, kulkas, microwave, kompor 

2 Tuan 

rumah 2 

2 tempat tidur, pengering rambut, setrika, kebutuhan dasar (handuk, seprai, 

sabun, tisu), TV, AC, kulkas, microwave, kompor 

3 Tuan 

rumah 3 

1 tempat tidur, pengering rambut, setrika, kebutuhan dasar (handuk, seprai, 

sabun, tisu), TV, AC, kulkas, kompor 

Sumber: Web-scrapping Airbnb.co.id (diolah) 

   

Data menunjukkan bahwa variasi aset antar tuan rumah relatif terbatas dan masih dalam skala 

sederhana, dengan perbedaan utama pada jumlah tempat tidur dan kelengkapan fasilitas 

tambahan. Secara umum, aset yang dimiliki berupa perlengkapan dasar dan penunjang 

kenyamanan, sehingga mencerminkan bahwa usaha Airbnb dijalankan dengan modal kecil dan 

tetap berada dalam kategori usaha mikro. 

 

Tabel 9 Contoh Jumlah Kamar per Tuan Rumah / Host 

No Tuan Rumah Jumlah Kamar yang Disewakan 

1 Tuan rumah 1 3 kamar 

2 Tuan rumah 2 6 kamar 

3 Tuan rumah 3 1 kamar 

Sumber: Web-scrapping Airbnb.co.id (diolah) 

 

Analisis Potensi Penerimaan Pajak Airbnb 

 Analisis ini bertujuan memberikan estimasi potensi penerimaan pajak sebagai referensi 

kebijakan dalam pengaturan pajak sektor akomodasi berbasis platform. Penelitian menggunakan 

sampel 628 listing dari seluruh Indonesia. 

a. Potensi Penerimaan Pajak Airbnb sebagai Basis Pajak UMKM 

Pendapatan tuan rumah dihitung dari perkalian harga sewa, tingkat hunian, serta periode waktu 

tahunan, kemudian dikenakan tarif pajak 0,5% (PPh Final UMKM). Perhitungan ini digunakan 

untuk mengestimasi dasar pengenaan pajak dari aktivitas penyewaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata pendapatan per listing pada tahun 2019 adalah sebesar 

Rp111.097.926. Nilai tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp177.323.400, 

dengan rata-rata harga sewa Rp1.145.500 per malam dan tingkat hunian 45% per bulan. 

Sementara itu, Bali berada pada posisi kedua dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp115.437.103 

dan tingkat hunian 55% per bulan. 

 

Tabel 10 Potensi Penerimaan Pajak Airbnb sebagai Basis Pajak UMKM di Indonesia 

Tahun 2019 

Provinsi Jumla

h 

Listin

g 

Rata-

rata 

Tingkat 

Hunian/b

ln (%) 

Rata-

rata 

Harga 

Sewa/H

ari (Rp) 

Rata-rata 

Omzet/Listing/

Thn (Rp) 

Dasar 

Pengenaan 

Pajak 

(Rp/Thn) 

Potensi 

Pajak 

Airbnb 

(Rp/Thn) 

DKI 

Jakarta 

12 37% 612.625 81.601.650 979.219.800 4.896.099 

Bali 586 55% 583.016 115.437.103 67.646.142.

432 

338.230.7

12 

Jawa Barat 24 19% 1.571.43

8 

107.486.325 2.579.671.8

00 

12.898.35

9 
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Yogyakart

a 

4 27% 757.625 73.641.150 294.564.600 1.472.823 

NTB 2 43% 1.145.50

0 

177.323.400 354.646.800 1.773.234 

Jumlah/Ra

ta-rata 

628 36% 934.041 111.097.926 71.854.245.

432 

359.271.2

27 

Sumber: Airbnb dan hasil perhitungan 

  

Perhitungan potensi pajak Airbnb sebagai basis pajak UMKM bertujuan mengestimasi potensi 

penerimaan pajak di Indonesia tahun 2019 menggunakan sampel 628 listing dari beberapa 

provinsi. Hasilnya menunjukkan potensi penerimaan minimal sebesar Rp359.271.227, dengan 

kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Bali sebesar Rp338.230.712. 

 

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tuan Rumah Airbnb 

a. Analisis Deskriptif 

1. Rating (Kualitas Pelayanan) 

Rating merupakan penilaian konsumen dalam bentuk skor atau bintang terhadap suatu 

akomodasi. Berdasarkan Moe dan Schweidel (2012), rating berpengaruh terhadap keputusan 

konsumsi. 

 

Tabel 11 Rating dan Harga Sewa 

Nilai Rating Jumlah Listing Rata-rata Harga Sewa Kategori Rating 

1–4 10 Rp 344.857 Kurang Baik 

4,01–5 618 Rp 628.780 Baik 

Sumber: Airdna, diolah 

Hasil menunjukkan adanya hubungan positif antara rating dan harga sewa. Listing dengan 

rating rendah memiliki harga sewa rata-rata lebih rendah dibandingkan listing dengan rating 

tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa rating merupakan faktor penting dalam penentuan harga 

sewa dan secara tidak langsung memengaruhi pendapatan tuan rumah. 

 

2. Lokasi 

 Lokasi merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam 

memilih akomodasi. Pada umumnya, listing Airbnb berada di kawasan permukiman karena 

sebagian besar merupakan rumah pribadi yang disewakan. 

 

Tabel 12 Lokasi dan Harga Sewa 

Lokasi Jumlah Listing Rata-rata Harga Sewa 

Bali 586 Rp 583.016 

Non-Bali 42 Rp 1.199.702 

Sumber: Airdna, diolah 

 

 Hasil menunjukkan bahwa rata-rata harga sewa di Bali lebih rendah dibandingkan 

wilayah non-Bali. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh tingginya jumlah listing di Bali yang 

menciptakan persaingan lebih ketat, sehingga tuan rumah cenderung menetapkan harga yang 

lebih kompetitif untuk menarik tamu. 

 

Tipe Akomodasi 

Pada Tabel 13 terlihat bahwa tipe akomodasi seluruh tempat pada Airbnb memiliki rata-

rata harga sewa yang lebih tinggi dibandingkan tipe hanya kamar. Hal ini disebabkan oleh tingkat 

privasi dan fleksibilitas penggunaan yang lebih besar sehingga meningkatkan nilai yang dirasakan 

konsumen. 
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Tabel 13 Tipe Akomodasi dan Harga Sewa 

Tipe Akomodasi Jumlah Listing Rata-rata Harga Sewa 

Seluruh tempat 438 Rp 751.219 

Hanya kamar 190 Rp 331.582 

Sumber: Airdna, diolah 

4. Fasilitas 

Berdasarkan Tabel 4.12, listing dengan fasilitas VIP (misalnya kolam renang) memiliki 

rata-rata harga sewa lebih tinggi dibandingkan fasilitas standar. Hal ini menunjukkan bahwa 

kelengkapan fasilitas meningkatkan nilai persepsi dan willingness to pay konsumen. 

 

Tabel 14 Fasilitas dan Harga Sewa 

Fasilitas Jumlah Listing Rata-rata Harga Sewa 

VIP 462 Rp 699.005 

Standar 166 Rp 416.231 

Sumber: Airdna, diolah 

 

5. Review / Jumlah Ulasan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah review tidak selalu berkorelasi positif dengan 

harga sewa. Listing dengan review >251 justru memiliki rata-rata harga lebih rendah 

dibandingkan kategori 51–100 review. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah review bukan 

faktor dominan dalam penentuan harga sewa di Airbnb. 

 

Tabel 15 Review dan Harga Sewa 

Review Jumlah Listing Rata-rata Harga Sewa 

1–50 190 Rp 574.617 

51–100 161 Rp 670.710 

101–150 122 Rp 659.536 

151–200 77 Rp 613.478 

201–250 33 Rp 545.630 

≥251 45 Rp 648.140 

Sumber: Airdna, diolah 

 

Temuan ini sejalan dengan Farki, Baihaqi, dan Wibawa (2016) yang menyatakan bahwa 

review tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun demikian, 

terdapat perbedaan dengan Ardianti dan Widiartanto (2018) yang menemukan bahwa online 

review berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. 

 

b. Analisis Regresi 

Analisis regresi linier berganda dilakukan menggunakan STATA 14 untuk menguji pengaruh 

variabel rating, lokasi, tipe akomodasi, dan fasilitas terhadap harga sewa pada 628 listing Airbnb 

di Indonesia. Model dinyatakan signifikan jika nilai probabilitas (Prob > chi2) < 0,001. 

Uji Koefisien Determinasi dan Uji F 

 

Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi (R-Squared) 

Model R Square Prob 

1 0.319 0.0000 

 

Hasil menunjukkan nilai R-squared sebesar 31,9%, yang berarti variasi harga sewa dapat 

dijelaskan oleh variabel independen (rating, lokasi, tipe akomodasi, dan fasilitas) sebesar 31,9%, 

sedangkan 68,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selain itu, hasil uji F 

menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 (<0,05), yang berarti variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap harga sewa. 
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Tabel 15 Hasil Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tuan Rumah 

Airbnb 

Variabel Independen Koefisien 

Dummy rating 0.149 

Dummy lokasi -0.567*** 

Dummy tipe akomodasi 0.616*** 

Dummy fasilitas 0.460*** 

Observations 628 

Prob > chi2 0.0000 

Adjusted R-squared 0.315 

Keterangan: *** p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,1 

Sumber: Airdna, diolah 

 

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.15, model estimasi yang diperoleh adalah: 

 

Ln(Hargaᵢⱼ) = 12,683 + 0,149 Dummy Ratingᵢⱼ − 0,567 Dummy Lokasiᵢⱼ + 0,616 Dummy Tipe 

Akomodasiᵢⱼ + 0,460 Dummy Fasilitasᵢⱼ 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam model memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga sewa Airbnb, dengan tingkat signifikansi yang bervariasi. 

Dummy lokasi berpengaruh negatif, sedangkan dummy tipe akomodasi dan fasilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga sewa. Dummy rating menunjukkan pengaruh positif namun 

relatif lebih kecil dibanding variabel lainnya. 

 

Rating 

Secara statistik, hasil analisis menunjukkan bahwa rating memiliki koefisien positif 

namun tidak signifikan terhadap harga sewa pada Airbnb di Indonesia. Berdasarkan analisis 

deskriptif pada Tabel 4.9, listing dengan rating rendah memiliki harga sewa lebih rendah 

dibandingkan rating tinggi. Hal ini diduga karena rating yang rendah menurunkan minat 

wisatawan terhadap listing tersebut. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan Aiken dan Boush (2006) yang menyatakan bahwa 

rating (kualitas pelayanan) merupakan komponen penting dalam pembelian online. Filieri (2014) 

juga menyatakan bahwa rating mencerminkan kualitas produk berdasarkan penilaian konsumen 

sebelumnya, di mana semakin tinggi rating maka semakin tinggi pula harga sewa per malam. 

 

Lokasi 

Berdasarkan hasil regresi, dummy lokasi menunjukkan nilai negatif dan signifikan 

terhadap harga sewa pada Airbnb di Indonesia. Koefisien sebesar -0,567 menunjukkan adanya 

perbedaan harga sewa antara Bali dan Non-Bali, dengan harga Non-Bali lebih tinggi sebesar 0,567 

dibandingkan Bali. 

Hasil ini sejalan dengan Tabel 4.10, di mana listing di Non-Bali memiliki harga sewa 

lebih tinggi dibandingkan Bali. Kondisi ini diduga karena tingginya jumlah akomodasi di Bali 

sehingga persaingan harga lebih ketat dan tuan rumah menetapkan harga lebih kompetitif. Hasil 

ini sesuai dengan Rahajani (2005) yang menyatakan bahwa lokasi, pelayanan, dan fasilitas 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 

Tipe Akomodasi 

Variabel dummy tipe akomodasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga sewa 

pada Airbnb. Koefisien sebesar 0,616 menunjukkan bahwa tipe seluruh tempat memiliki harga 

lebih tinggi 0,616 dibandingkan tipe hanya kamar. 

Hasil ini konsisten dengan Tabel 4.11 yang menunjukkan bahwa tipe seluruh tempat 

memiliki harga sewa lebih tinggi dibandingkan tipe kamar. Temuan ini juga sejalan dengan Slee 
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(2013) dan Clampet (2014) yang menyatakan bahwa tipe seluruh tempat merupakan yang paling 

diminati wisatawan di berbagai kota besar sehingga memiliki harga lebih tinggi. 

 

Fasilitas 

Variabel dummy fasilitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

sewa pada Airbnb di Indonesia. Koefisien sebesar 0,460 menunjukkan bahwa fasilitas mewah 

memiliki harga lebih tinggi 0,460 dibandingkan fasilitas standar. 

Hasil ini sejalan dengan Tjiptono (2006), yang menyatakan bahwa semakin baik fasilitas 

yang diberikan penyedia akomodasi, semakin tinggi harga yang bersedia dibayar konsumen. Wu 

dan Yang (2017) juga menyatakan bahwa konsumen yang membayar harga tinggi mengharapkan 

fasilitas yang lebih baik, sehingga fasilitas menjadi faktor penting dalam penentuan harga. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Airbnb layak dijadikan objek Pajak 

Penghasilan Final (UMKM) karena memenuhi karakteristik sebagai basis pajak. Estimasi potensi 

penerimaan pajak dari 628 sampel listing mencapai sebesar Rp359.271.227. Selain itu, faktor 

yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga sewa adalah lokasi, tipe akomodasi, dan 

fasilitas, yang menunjukkan bahwa karakteristik listing memiliki peran penting dalam 

menentukan pendapatan tuan rumah sekaligus besaran potensi pajak. 

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah melalui otoritas pajak 

mempertimbangkan Airbnb sebagai basis pajak baru di Indonesia serta memberikan sosialisasi 

kepada pelaku usaha bahwa aktivitas tersebut termasuk dalam objek PPh Pasal 4 ayat (2) atau 

PPh Final agar kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong 

peningkatan kualitas layanan, fasilitas, serta infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan 

transportasi menuju lokasi listing. Pemerataan distribusi bisnis Airbnb juga perlu dilakukan agar 

tidak terkonsentrasi di Bali saja, sehingga potensi ekonomi dan penerimaan pajak dapat lebih 

optimal di berbagai wilayah Indonesia. 

Adapun keterbatasan penelitian ini meliputi dominasi data yang berasal dari Bali 

sehingga berpotensi menimbulkan bias dan kurang merepresentasikan kondisi nasional, yang 

berdampak pada keterbatasan akurasi estimasi potensi pajak maupun analisis faktor harga sewa 

antar daerah. Selain itu, keterbatasan data review yang tidak dipisahkan antara ulasan positif dan 

negatif juga dapat memengaruhi hasil analisis, karena kedua jenis ulasan tersebut memiliki 

pengaruh yang berbeda terhadap persepsi konsumen dan keputusan pemilihan listing. 
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